PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15
TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang a. bahwa terjadinya bencana alam gempa bumi di Kabupaten

: Bantul pada tanggal 27 Mei 2006, telah mengakibatkan
perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat,
sehingga menimbulkan ketidaksesuaian beberapa asumsi
perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meneng
Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor
C. ah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara  Republik Indonesia Tanggal 6
Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3861);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

0. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintah  Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005
tentang  Transparansi dan Partisipasi Publik  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D
Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor
11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor
13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007
Seri D Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Seri D Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007
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tentang Pembentukan dan Organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Seri D Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2008 Seri D Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN
2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2010.

Pasal |
Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 15), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada
Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
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SERI D NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15
TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2010

UMUM

Dengan terpilihnya Bupati Bantul Masa Bhakti Tahun 2005-2010, telah
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2010, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
15 Tahun 2005.

Namun demikian pada hari Sabtu Wage, tanggal 27 Mei 2006 telah terjadi
bencana alam gempa bumi di Kabupaten Bantul, yang mengakibatkan
kerugian baik jiwa dan harta benda, serta asset Daerah, yang
mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya perencanaan pembangunan
sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJM Daerah Tahun 2006-2010.
Dengan demikian agar perencanaan pembangunan dapat disesuaikan
dengan kondisi yang ada pasca bencana alam gempa bumi dimaksud, maka
RPJM Daerah Tahun 2006-2010 harus dilakukan perubahan.

Perubahan RPJM Daerah Tahun 2006-2010 dalam Peraturan Daerah ini,

dimulai terhitung Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, sehingga
pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai
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dengan Tahun Anggaran 2010 harus
Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal Il

Cukup jelas

segera menyelesuaikan dengan



